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Yok Opo Rek: ’
Janji PU Tangani Masalah Kesehatan

Kabar Anyar:
Warga Tuntut Normalisasi Kali Porong

saluran aspirasi korban fapindo

iyya (39 tahun) berbaring di balai bambu  bulan pengungsian sejak Febuari ada dua kasus

trinya Fatimah. Beberapa bulan terakhir gangguan kejiwaan serius.

ing manis dan darah tingginya kian parah. “Dua pasien kejiwaan ada dua pada bulan Febuari,
lumpuh dan untuk berjalan saja dia sustdpi sakitnya sudah mulai sebelum mengungsi,” jelas
rang korban lumpur Lapindo dari DesaSetiyono.

uki, Jabon, Sidoarjo. Rumahnya @ilR8/RN 05 tiga Kecamatan Jabon hanya ada 3 dokter yang bekerja
terkena luapan lumpufang paling parah pada di Puskesmas Jabon; Dokter Stevanus Idong Djuanda,
Minggu sore 9 Febuari lalu, saat tanggul titik KM 40  Dokter Djoko Setiyono, dan Doktefta Sofia. Jumlah
jebol yang menyebabkan Besukptenang air lumpur  ini tidak tidak cukup untuk Kecamatan Jabon yang

Ribuan waga Besuki lalu mengungsi @l Porong- berjumlah 64.000 jiwa. Setelah terjadi bencana Lumpur

Gempol. pemerintah tak juga menambah jumlah tenaga medis.
Menurut Peraturan PresidenTahun 2007, Besuki “Satu dokter melayani sekitar 15-20 ribu jiwa,” tutur

termasuk wilayah luar peta dan semua akibat semburi@ong Djuanda. _

lumpur dibebankan padanggaran Pendapatan dan Pengungsi memang tidak dipungut g

Belanja Negara (APBN). biaya pengobatan di PuskesmasTak <

Khaiyya sakit darah tinggi sebelum kejadian itu danada program khusus untuk menangani &+
penyakitnya kian parah. kesehatan para pengungsi kecuali haby a3 ,
“Kencing manis, darah tinggi, linu, lumpuh, dan perutdimasukkan dalam program bantuan T
kankey” tutur Khaiyya.Tak hanya itu, menurut Dokter kesehatan untuk orang miskin alias Jarlng )

Kesehatan., . apindo
Korbaﬂ Lum %Ur Ter abaikan

Doni, dokter umum yang memeriksanya Khaiyya juga Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JPKM).
menderita sesak nafas karena penyakit paru-paru. “Waiga Besuki hanya menunjukkan K@an KK

“Saya mau periksa di puskesmas tapi kalau pagi tidsd§a untuk mendapatkan pelayanan,” tutur Setiyono,
ada yang mengantar jadi periksa di dokter umum, tiap “sementara surat keterangan miskin tidak dipenuhi
periksa saya bayar 25 ribu (rupiah),” tutur Khaiyya. warga.”

Penyakit Infeksi Saluran Pernafagsiut (ISPA) JPKM aliasAsuransi Kesehatan Untuk Masyarakat
adalah penyakit yang paling banyak diderita pengungsMiskin (Askeskin) adalah program kesehatan bikinan
tol Porong-Gempol. Menurut catatan pasien Puskesmalisu Rizal Bakrie selaku Menteri Koordinator Bidang
Jabon sejakILFebuari 2008 jumlah penderita FiSP Kesejahteraan Masyarakat (Menko Kesra), yang
terus meningkat tiap bulannya mulai 60 pasi&4, 1 dibiayai negara.
pasien, 131 hingga 164 pasien pada bulan Mei 2008. Pada akhir 2007 Ical, sapa@ou Rizal Bakrie,

Selain ISR radang lambung alias maag juga menjadelaku Menko Kesra, sebagaimana dik@&iara Karya
penyakit yang jumlah pasiennya meningkat terus Online mengambil kebijakan memotong 1 dari 2 triliun
meningkat. Ketika ditanya soal gangguan kejiwaan padana perjalanan dinas tidak mengikat Departemen
pengungsi, Dokter Djoko Setiyono, dokter puskesmas Kesehatan untuk nombokskeskin.

Jabon, bilang masalah kejiwaan serius belum terlalu Sangat mungkin dana ini banyak tersedot untuk para

tampak, masalah psikologis masih pada tingkat paling korban lumpur Lapindo, apalagi pemerintah tak

rendah yakni gastritis alias maag. membikin alokasi dana khusus untuk penanganan
“(Para pengungsi) makannya tidak teratur masalah kesehatan ini.

penyakitnya lambung, karena stres, banyak pikiran,” Pemerintah tampak tidak sungguh-sungguh. Setelah

tutur Setiyono. lima bulan semburan lumpyremerintahan Susilo

Dalam catatan pasien Puskesmas Jabon selama Bambangrudhoyono baru bikin Keputusan Presiden
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(Keppres) No 13ahun 2006 tentang Pembentulam

Nasional ditanggung Lapindo, Perpres 14/2007 malah

Nasional (Tmnas) Penanggulangan Semburan Lumpurmelonggarkan tanggungjawab Lapindo. Lapindo hanya

di Sidoarjo dan enam bulan berikutnya pemerintah bi

kifpertanggung jawab atas korban yang berada di dalam

Keppres No Srahun 2007 untuk memperpanjang mas#€ta, sementara korban yang di luar peta ditanggung
kerjaTimnas ini. Kedua Kepres ini tak mengatur secard/€n pemerintah menggunakan damggaran

khusus penanganan kesehatan korban lumpur

IvanValentinaAgeung, mantan Manajer
Pengembangan Hukum dan Litigegahana A
Lingkungan Hidup yang kini aktif di Masyarakat
Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI)
dan yang pernamemperkarakan Lapindo,
mengatakan kasus Lapindo ini salah dari =
awal. Penanganannya tidak dimasukkan
dalam koridor penanggulangan bencana. ,—
Penanganannya diserahkan kepada Lapinde——}-
sebagai korporasi dengan perjanjian jual-beli *:
biasa seperti tidak terjadi apa-apa.

Kerpres No 13rahun 2006 menyatakan PT

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Lapindo. T “Inkonsistensi semacam ini tidak dibenarkan

menurut Hukun\dministrasi Negara,” kata
&z Subagyo, ahli hukum dari Lembaga Hukum dan

Keadilan HAM Indonesia (LHKI) Surabaya.

Lebih lanjut, menurut Cak Bagyo, sapaan akrab

_ Subagyo, Pemerintah tidak menggunakan
#& standar penanggulangan bencana sebagaimana
\ ~diatur dalam Undang-Undang No 24/2007.
"ll—__ Dalam undang-undang tersebut, yang disebut

-_;_______% bencana bukan hanya bencana alam, tetapi juga

: -v'j-»_ yang diakibatkan oleh ulah manusia seperti kasus
lumpur Lapindo ini. Pemerintah tidak tegas
dengan status bencana dan sengaja

Lapindo Brantas bertanggungungjawab atas pembiayaaéngambangkannya. Bahkan hingga dua tahun status itu

operasionalim Nasional Penanggulangan Lumpur

belum jelas.

Selain itu meskiim Nasional bertugas melakukan upaya pempedaan status ini menjadi masalah karena korban

penanggulangan lumpur; yang meliputi penutupan
semburan lumpypenanganan luapan lumpdan
penanganan masalah sosial, tugas ini tak menguran
tanggungjawab penanggulangan dan pemulihan
kerusakan lingkungan hidup dan masalah sosial yan
ditimbulkan.

Karena ketiadaan kepastian soal penanganan

yang berada di luar peta macam korban dari Desa
gi Besuki tidak mendapatkan hak-hak kesehatan
sebagaimana korban bencana. Para korban terutama di
9 luar peta tidak mendapatkan pelayanan khusus masalah
kesehatan, kecuali lewat progréskeskin.
Tak hanya itu, banyak korban dari wilayah dalam

kesehatan ini, bisa dibayangkan betapa semrawutnyapeta pun kerap harus mengongkosi sendiri biaya
pelaksanaan penangananan kesehatan. Soal pendankgsghatan mereka bila mereka sakit. Kesehatan mereka
pemerintah pusat hanya mengatur tapi tak menyediakéi¢mburuk dan tak mendapatkan pelayanan dan

duit untuk membiayainya. Sementara, dalam kasus
pembiayaan yang dibebankan kepada Lapindo,

penanganan serius. Di pengungsian Pasar Baru Porong,
misalnya, tercatat tujuh orang yang menderita gangguan

Pemerintah tak mengatur secara rinci bagaimana tekfiwa; Juwi (waga RT 01/RW 1 Reno Kenongo), Pitiyah
pembayarannya dan apa sanksi yang diterima Lapindgwarga R 04/RW01 Renokenongo), Sumariya (\gar

kalau mangkir dari tanggungjawab.
Kasus pendanaan ini sempat muncul di sidang
paripurna DPRD Sidoarjo pada Juli 20@d8n

RT 01/RW 01), Kusmina (waga R 01/RW01), Bawon
(RT 06/RNV 02), Rukiyati (waga R 02/ RV 01).
Waliga yang sakit jiwa ini dibiarkan begitu saja,

Hendrarso, bupati Sidoarjo, saat itu bilang tak ada posbahkan sekadar pemeriksaan pun tak Wasga hanya
untuk penanganan korban lumpur ini. Selama tiga bulaflenduga kalau mereka sakit jiwa karena kebiasaan
penanganan lumpur dana yang digunakan adalah “dafaereka yang aneh, “Ada yang belanja tak bayar atau

talangan” karenanya dia meminta Lapindo Brantas
untuk mencairkan dana yang diajukan oleh Dinas
Kesehatan Sidoarjo sebesar 1,3 miliar yang telah
digunakan untuk menalangi biaya kesehatan ini.
“Dana cadangan Pemkab hanya mampu untuk

berdiri ke utara seharian dan bilang ingin pulang ke
Renokenongo (desa asal mereka),” Katiai, salah
seorang pengungsi di Pasar Baru Porong.

Menurut Cak Bagyo, penelantaran pemerintah
terhadap korban lumpur Lapindo ini adalah pelanggaran

mambantu kebutuhan biaya kesehatan maksimal selaffk asasi manusia. “Korban bisa menuntut pelanggaran
tiga bulan ke depan,” kata Hendrarso. Karena tak addlAM ini dan berhak mendapatkan kompensasi,” tutur
peraturan khusus soal teknis pembayaran Hendrarso &k Bagyo.

memberi tenggat waktu pembayaran pada Lapindo.
Masalah ini lebih ruwet lagi menyusul lahirnya

Ivan ValentinaAgueung tak punya harapan dengan
pengadilan di Indonesia. Dia pernah memperkarakan

Peraturan Presiden No Tghun 2007. Jika Keppres 13}_apindo dan pemerintah untuk pertanggungjawaban ini

2006 menyebutkan semua akibat sosial dan onfkos

namun hasilnya nihil. Salah urus penanganan bencana
dan rusaknya lingkungan ini, menuxalentina, musti

Diterbitkan olefiKanal Korban Lapirenanggung Jawalujtaba Hamdi (La|
Budaya Indonesiagdaktur EksekutWinark&idang Redaksiujtaba Hamd
Paring Waluyo Utomo, Winarko, Rahman Sayidi, Jambore C, ImRapSh{
ter A. Novik, Ahmad S Nibmsain & FotograRahman SayidiAlamatJl
KusumaBangsa 36 Gedang Porong Sidefrjo0343-851823%Vebsite
www.korbanlapindo.g@hailkontak[at]korbanlapindo.net

Didukung oleh Lapis Budaya IndonesyaydaanTifa

Lapi/ Budaya T-i F A

i dilaporkan ke dunia internasional.

Soal penanganan pengungsi, “korban bisa

fwilengundang lembaga UNHCR atau @XFInterna-
tional,” tuturValentinaAgeung.

[mam]
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Lelakon

ubuh renta itu tgyolek lemah di tempat tidur
Hanya kain tipis yang menyelimuti kulit
pucatnya. Mbaffiyami, 75 tahun, sudah sejak
17 November 2007 jatuh sakit. Di kamar v
sempit itu, tak ada sinar matahari yang masuk.
Sementara bubuk putih ramuan tradisional selalu ada
dekat pembaringan. “lilboboknya, Simbah,” terang
Suyati, anak perempuan Mb&lkami yang setia
merawat. |
MbahTiyami mungkin tidak tahu jenis penyakityang
diderita.Tapi ia mengingat kisahnya. “Saat itu sudah -
lepas IsyaTiba-tiba di kamar mandiikil kulo kados
puthul kaki saya macam putus. Rasanya seperti, sa
cari kaki saya kokdakada.Terusndakbisa jalan.
Ambyok pupjatuh. Kembaliten kamar ndak bisa apa- s
apa.Nggihterus dibawa ke rumah sakit. Habis dari Foto: Rere

rumah sakit, ya, macam imdakbisa apa-apa sampai Di November yang masih suasana bahagia Idul Fitri
sekarang.” itu, MbahTiyami dilarikan ke Rumah Sakit Siti Hajar

Dulu, sebelum lumpur menggenangi kampung dan Lapindo yang telah membuat Mb@tyami terusir dan
seisinya, Mbalfiiyami tinggal di Desa Kedungbend® R yang menciptakan lingkungan yang membuat tubuh
14. Saat itu, ia belum mengalami sakit seperti ini. Begituanya dijangkiti penyakit tak memberi layanan apa-apa.
lumpur meletus, MbaFiyami tersingkir dari desa dan  Begitu pula Pemerintah. Mbdlyami menjalani opname
terpaksa mengontrak rumah di Desa Kalisampurno, selama 9 hari yang menguras biaya sedikitnya 9 juta
Kecamataifanggulangin, hingga hari ini. Seperti gar rupiah.
lainnya, Mballiyami sewa 2 tahun.

Biaya itu ditanggung sendiri oleh keluarga Mbah
Tiyami, tanpa bantuan dari Lapindo maupun Negara.
Apalagi, Suyati, yang setia merawat Mayami,
adalah orang awam. la tak tahu kalau seharusnya, Mbah
Tiyami sebagai korban Lapindo bisa bebas biaya
pengobatan. “Sayadak tahu kalau korbamwonten
keringananngoten niky’' tutur Suyati.

Macam-macam penyakit yang diderita MBafami.
Dari citra ultrasonografi (USG), terlihat ada batu di
kandung kemih, ada pula benjolan di saluran kandung
empedu, pembengkakan di sistem ginjal, dan infeksi
saluran kencing. Setelah 9 hari menginap, keluarga tak
sanggup lagi menanggung biaya pengobatan di rumah
sakit.Apalagi, penyakit yang dialami Mbdlyami tak
kunjung berkuranglak ada perubahan berarti.
Akhirnya, keluarga memutuskan untuk membawa pulang
Mbah Tiyami.

Setiba di rumah kontrakan di Desa Kalisampurno itu,
Mbah Tiyami ditangani dengan pengobatan alternatif.
Pertama pengobatan dari seorang tabib di daerah
Larangan, Sidoarjo, yang menghabiskan kocek 450 ribu
rupiah, namun juga tidak membuahkan hasil. Lalu jamu
yang konon asli dari Jepang seharga 260 ribu rupiah.
Syukurlah, kali ini ada sedikit perubahan: tangan Mbah
Tiyami mulai bisa digerak-gerakkan. Hingga hari ini,

Foto: Nizar
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MbahTiyami hanya terbaring di atas dipan. Secara rutisekeliling tanggul juga tak kurang mengenaskan.
ia diberi pijatan dabobokputih, ramuan tradisional itu. Kesehatan mereka terganggu, tapi juga tak ada
Tiadanya layanan kesehatan dari Lapindo maupun penanganan khusus dari Pemerintah maupun Lapindo.
Pemerintah membuat nasib kelg@aMbahTiyami Menurut hasil penelitiafim Peneliti bentukan Gubernur
melorot terus. Suami Mbdhyami sudah tiada. Suyati  JawaTimur padaApril 2008, udara di 9 desa sekeliling
tidak bekerja, juga sudah menjanda. Untuk membayartanggul yang tercemar mengakibatkan berbagai
biaya rumah sakit dan perawatan, Suyati mengandalkgangguan kesehatan. Gejala paling umum adalah mual-
sisa uang 20 persen pembayaran jual-beli tanah dan mual, pusing, batuk-batuk, dan sesak nafas.
sawah yang tenggelam oleh lumpuang itu sudah Di Puskesmas Porong saja, misalnya, angka pasien
menipis, dibagi-bagi untuk biaya makan dan sekolah Sitnfeksi Saluran Pernafasan (F§Rmeningkat tajam.
Nurjana (18 tahun) dan M Nurhuda (14 tahun), anak Pada 2005-2006, angka rata-rata berkisar 20-25 ribu
Suyati. Sementara, sisa 80 persen belum dibayar hingkgsusTapi pada 2007, angka melonjak hingga 50 ribu
hari ini. Sehingga untuk menambah biaya pengobatankasus.Toh, Lapindo maupun Pemerintah tampak cuek-
MbahTiyami, Suyati masih harus berhutang ke tetanggaiek saja. Pemerintah bersikap seolah-olah keadaan
dan sanak saudara sebesar 3 juta, jumlah yang sangatormal-normal saja, dan warga korban Lapindo pun

tidak kecil bagi Suyati. disikapi seperti tidak sedang terjadi apa-apa.

Pikiran MbahTiyami pun jadi ngelantufRumah Pernah, Chusnul Chorida (29 tahun) warga Desa
sudahkelemdi KedungbhendoKulo nggih pingin Gedang harus melarikan anaknya, Ilham Bintang (5
kembali ke sanahbngdari kecil saya di tahun), ke Puskesmas Porong. Sore menjelang magrib
Kedungbendo,” tutur Mbahiyami. akhirAgustus lalu itu, llham mengalami demam tinggi.

Bu Jumik (50 tahun) juga mengalami nasib yang  Pihak Puskesmas menyarankan agar segera dilakukan
sama: tidak mendapatkan layanan kesehatan dari  tes darah buat Ilham. Dari tes darah itu diketahui, llham
Lapindo maupun Pemerintah. Bu Jumik warga dinyatakan mengidap radang tenggorokan sekaligus
Renokenongo yang tinggal di pengungsian Pasar Baruipus. Disarankan agar llham menjalani rawat inap.
Porong. Pertengahan Juni 2008 lalu, Bu Jumik tiba-tiba Chusnul panik. Dia tidak punya uang. Lalu ia ingat
merasa sakit di bagian perut. la segera dilarikan ke  memiliki kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat
RSUD Sidoarjo. Setelah menginap 2-3 hari, perut Bu (Jamkesmas), program layanan kesehatan buat

Jumik tiba-tiba membesanacam orang hamil. lbu masyarakat miskin. Dengan kartu ini, seharusnya

Jumik terus-menerus merasa sakit di perut, seperti m&iuisnul dibebaskan dari biaya pengobatan dan

akut. perawatan.Tapi Chusnul malah mendapat respon tidak
Setelah dua minggu menginap di rumah sakit, enak. “Boleh saja pakai Jamkesmas, tapi tidak bisa

keluarga Bu Jumik tak sanggup lagi menanggung biaydapat suntikan,” kata petugas Puskesmas.

- Rl T A Seperti warga lainnya, enggan berdebat dengan
petugas, Chusnul akhirnya lebih memilih menanggung
biaya sendiri. Kesehatan llham terlalu penting untuk
diabaikan. llham ternyata harus menjalani rawat inap
selama 5 hari di RSUD Sidoarjo. Biayanya 540 ribu
rupiah. Ini jumlah yang besar bagi Chusnul. Hidup
Chusnul dan keluarga bergantung pada penghasilan
suami, Khusaini.

Per bulan, Khusaini memperoleh penghasilan 540 ribu
sebagai buruh kerajinan tas kulit. Dan jumlah itu harus
dipotong sekitar 400 ribu buat kredit motgang menjadi
L' alat transportasi Khusaini buat rutinitas kerja. Sehingga,
Foto: Nijar uang Khusaini tersisa 400 ribu saja. Itu artinya, untuk

Lagi pula, kondisi kesehatannya juga tidak membaik. Bfiémbayar biaya perawatan llham, Chusnul dan
Jumik dibawa kembali ke pengungsian. Lebih dari 20 Khusaini har'us b'erutang. Kata Chusnul, ia telah

juta sudah biaya yang dikeluarkan keluarga Bu Jumik. Perutang paling tidak 200 ribu rupiah. o
Untuk ke dokter setidaknya sudah 5 juta, lalu buat MbahTiyami, Jumik maupun llham tentu saja tidak

pengobatan alternatif sedikitnya 10 juta. Sekarang, dusendirian. Kondisi kesehatan warga di sekeliling tanggul,
hari sekali keluarga Bu Jumik harus merogoh 250 ribu t€rutama anak-anak dan manula, terus memburuk akibat

untuk penanganan alternafifdak ada bantuan atay ~ kondisi air dan udara yang tercemieanpa ada layanan
keringanan biaya kesehatan dari Pemerintah, apalagi kesehatan secara khusus, Lapindo maupun Pemerintah

Lapindo. sama saja telah melakukan pembunuhan massal warga
Selain warga Kedungbendo dan Renokenongo yangecara diam-diam.
sudah dikubur lumpur Lapindo, warga di desa-desa [re/ba]
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Nasib Warga Perumtas,

Aset Pribadi Dip aksa B2B

Penyelesalan jual beli tanah antara korban dengan Lapindo masih menyisakan berbagai
macam permasalahan. Salah satunya adalah adanya warga yang ‘dipaksa’ untuk menerima
penyelesaian secara business to business atau B2B.

“Aset itu merupakan milik pribadi, tetapi oleh pihak Lapindo, tiba-tiba berkas saya dianggap milik
badan usaha, sehingga diselesaikan secara B2B,” kata Rudi Farid, warga Perumahan Tanggulangin
Anggun Sejahtera | (Perumtas |) kepada Kanal Korban Lapindo.

Tentu saja dia tidak mau menerima skema ini. Sejak itu, dia melakukan berbagai macam upaya agar
berkasnya diberlakukan sama dengan milik korban Lumpur lainnya. Sejauh ini, jawaban yang diperoleh
dari pihak Lapindo maupun MLJ selalu tidak jelas. “Rasanya saya seperti diping pong oleh mereka,”
sesalnya.

(ako)

Warga Gedang Harus Beli Air Bersih

semburan lumpur terus meluas, salah satunya berdampak ke Desa Gedang, Porong.

Setahun terakhir, air sumur di desa itu telah berubah keruh dan berbau. “Kalau dipakai merendam baju
pasti jadi bau, juga bikin baju kekuning-kuningan,” tutur Sri Mulyowati (48th).

Padahal sebelum adanya semburan lumpur Lapindo ini, air di rumahnya sangat bagus. “Kalau dulu ya
jernih, dipakai mandi juga enak”, kenangnya.

Kondisi air yang tidak layak ini memaksa warga membeli air setiap hari. Untuk sekali membeli air satu
Jerigen, warga harus mengeluarkan uang sebanyak Rp1.200,-

Sayangnya, hingga sekarang belum ada perhatian serius baik dari BPLS maupun Lapindo. Sampai
sekarang belum ada pengiriman air bersih kepada warga.

(re)

l'i

Jelang Ramadhan,

Warga Besuki Nyekar
yang T erakhir

Bagl sebagian L
besar umat Islam, ;
menyambut Bulan
Ramadhan selalu
diwarnai dengan suka
cita. Salah satu ritual
yang biasa dilakukan
oleh warga adalah
nyekar (ziarah) kubur

Warga Siring Barat T unggu Realisasi,

Janji PU Tangani
Masalah Kesehatan

Pertemuan antara warga dan wakil pemerintah
yang difasilitasi oleh Komnas HAM awal bulan ini di
Jakarta, menghasilkan kesepakatan
bahwa pemerintah melalui
Departemen Pekerjaan Umum, akan
menangani masalah pendidikan dan
kesehatan.

“Sampai saat ini, rasanya janji
tersebut masih belum ada

untuk mendoakan arwah nenek moyang mereka. realisasinya,” tutur Jarot, 35 tahun,
“Ini sudah menjadi adat kebiasaan yang diharuskan tokoh warga dari Siring Barat.
menjelang puasa dan Idul Fitri,” tutur Suroso, salah seorang Kondisi Desa Siring Barat selama
warga Besuki. ini sudah sangat mengkhawatirkan.
Namun nyekar menjelang Ramadhan ini tampaknya Kualitas lingkungan di desa di luar
akan menjadi yang terakhir kali bagi warga Besuki. Setelah peta terdampak ini terus menurun.
dimasukkan dalam perpres revisi no 48/2008, Desa Besuki Puluhan bubble gas terus bermunculan. Tanah ambles
bersama dengan Pejarakan dan Kedungcangkring, membuat banyak rumah mengalami kerusakan yang
tampaknya akan segera ditenggelamkan oleh Lumpur. cukup parah. Selain itu, sarana air bersih sudah lama
Soal kuburan yang tenggelam dan tradisi yang hilang ini hilang dan warga harus terpapar oleh gas. Hal ini banyak
belum mendapat perhatian baik dari pemerintah maupun menyebabkan gangguan kesehatan.
PT Minarak Lapindo Jaya. “Jangankan yang mati yang hidup Cak Jarot berharap bahwa kesepakatan tersebut
saja ditelantarkan,” keluhnya. benar-benar diterapkan di lapangan. “Misalnya, kalau
(mam) bisa masyarakat dapat berobat secara gratis,” terangnya.

(ako)
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30 Agustus, yang hanya memberikan janji-janji manis saja pada warga

Pertemuan Komnas HAM I\/Ieng- yang kondisinya semakin parah pasca dua tahun tragedi
lumpur Lapindo ini. Karena jika kasus ini terus berlarut-larut

hasilkan Beberapa Kesepakatan tanpa kejelasan dan tindak lanjutnya, bukan tidak mungkin

Upaya warga Korban Lapindo untuk kemarahan dan keputusaan para korban akan meluap. (cek)
memperoleh kejelasan penyelesaian tuntutan
mereka mendapat sedikit titik terang. Dalam 10 September

pertemuan antara perwakilan beberapa Kelompo¥\/arga Tuntut Normalasi Kali Porong
korban dengan Menteri PU, Ketua BPN, BPLS Kerusakan berat yang terjadi di Kali Porong akibat

dan Mensos di KomnasHAM, dicapai tiga pembuangan lumpur Lapindo, mengakibatkan kekhawatiran
kesepakatan untuk masing-masing kelompok wargayqa Jabon. Sekitar 60-an warga yang berasal dari desa-
yang berbeda. desa yang terletak di sepanjang selatan sisi Kali Porong

Dengan perwakilan GEPPRES, disepakati  nengadakan aksi demonstrasi untuk menuntut penghentian
bahwa Lapindo harus melakukadB terhadap  pempuangan lumpur ke Kali Porong sebelum normalisasi
status tanah non sertifikat. Dengan perwakilan dijalankan.

Perumtas |, disepakati bahwa BPLS harus ‘Mereka beranggapan Lapindo dan BPLS tidak peka
mempercepat pembayaran 20 persen yang samiingan warga yang ada di sekitar Kali Porong. Karena

saat ini belum mereka terima. Sedangkan untuk - yengan terus menerus menggelontorkan lumpur ke Kali
warga diluar peta, disepakati bahwa pemerintah porong tanpa diimbangi usaha normalisasi yang maksimal,
harus menyediakan sejumlah prasarana umum  maka hencana bagi mereka tinggal menunggu waktu. Karena
pengganti prasarana yang selama ini hilang akibay, | apindo dan BPLS harus mengembalikan fungsi Kali

Lumpur Porong.
[re]
03 September,
Lapindo Akui Ratusan Korban 12 september,
Belum Terima 20 persen Warga Renokenongo Bongkar Rumah

Melalui iklan di Jawa Pos, BPLS dan MLJ
mengakui sebanyak 396 berkas belum menerimas
pembayaran 20 persen. Hal ini untuk pertama
kalinya dilakukan oleh BPLS maupun MLJ bahwaz
mereka mengakui masih ada warga yang belum
menerima pembayaran 20 persen.

Selama ini, Lapindo selalu berusaha
mementahkan, bahkan membantah, setiap upaye
untuk menceritakan kepada publik bahwa setela meninggalkan desa
dua tahun, pembayaran 80 persen masih jauh da - B 2 mereka setelah
tuntas, dan bahkan masih sangat banyak warga Foto:Rerganggul yang berdiri

yang uang muka 20 persennya saja belum terbaygyi, 5 hsat semburan dengan dusun Sengon Desa

(ako) Renokenongo jeboRir mengalir deras ke bekas persawahan
yang sekarang sudah penuh air dan dengan segera mengalir
07 September, . mendekati perumahan warga yang ada disitu.
TP2LS Sambang' Korban Lumpur Waga berusaha membongkar bangunan rumah mereka
Sebanyak tiga orang anggdian Pemantau  dan mengambil bahan yang masih bisa dimanfaatkan. Batu
Luapan Lumpur Lapindo (TP2LS) mengunjungi  bata, kayu, genting, bahkan paku-paku yang bisa
wilayah semburan Lumpur Lapindo di Porong.  dimanfaatkan, semuanya diambil oleh warga. Karena semua

Priyo Budi Santoso (ketugP2LS) Ario Wijanarko, jtu akan digunakannya lagi untuk membangun rumahnya yang
danAbdullahAzwarAnas, mengunjungi Desa baru.

Waliga Desa
Renokenongo yang
masih bertahan
¥ tinggal di desa

® mereka, akhirnya
menyerahWaiga
akhirnya

Siring sebelah barat jalan raya yang selama ini Nasib seperti warga Desa Renokenongo ini akan terus
menderita akibat dampak ikutan semburan Lumpufialami warga desa lainnya, karena lumpur belum berhenti
Lapindo. menyemburtanggul-tanggul tidak pernah memberi jaminan
Korban berharap pihak TP2LS membantu  keselamatan warga disekitarnya, skenario penanganan selalu
perjuangan korban dalam menekan pihak berkutat pada tambal sulam penanggulan, sementara

Pemerintah dan Lapindo untuk segera membayapemerintah sudah menyatakan diri menyerah terhadap
kewajiban-kewajibannya pada warga. Dihal’apkar’penanganan semburan |umpur ini

agar TP2LS tidak berlaku sama seperti Lapindo, . (re)
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Diasuh oleh Tim Advokasi Hukum

Posko Bersama Korban Lapindo

Status Hukum B to B

Tanya

Bagaimanakah status hukum kesepakatan business
to business (B to B) antara warga korban pemilik tanah
dan rumah dan.Minarak Lapindo Jaya karena rumah
warga dijadikan tempat tinggal sehari-hari dengan
melakukan usaha kecil-kecilan (misalnya sambil
dijadikan toko, kantor usaha kecil, gudang, dan lain-
lain)?

Jawab

Pada dasarnya pemerintah tidak menetapkan
standar hubungan B to B antara korban Lapindo dengan
PT MLJ. Dasar utama penyelesaian sosial antara
Lapindo Brantas Inc (LBI) dengan korban adalah pasal
15 Perpres No. 14/2007. Penyelesaian model B to B
antara LBl dengan para pengusaha selama ini
berdasarkan kesepakatan mereka secara eksklusif.
Artinya, warga korban Lapindo tidak boleh dipaksa
dalam hubungan hukum B to B. Jika terjadi perselisihan

maka dikembalikan pada prinsip pasal 15 Perpres No. _
14/2007. llustrasi: Rahman

~ Upaya hukum yang dilakukan korban Lapindo y@fgerintah secara utuh dalam penyelesaian selufuh
dipaksa untuk menyetujui model hubungan B to Bnasalahnya, sementara bencana faktor kesalahafn
adalah dengan melakukan gugatan di samping UR@¥#fusia membebankan tanggung jawabnya kepdda
nonhukum seperti negosiasi dan saluran pemeri§aR&Q- usaha. Kenyataannya, PerpresTalouri2007
membebani Lapindo dengan tanggung jawab terhatas

Semburan Lumpur Bencana dan tanggung jawab Negara tak terbatas. Lapindo
atau Bukan? dibatasi bertanggung jawab terhadap korban dalam peta
Tanya 22 Maret 200Adapun penanggung jawab utama soal

Apakah semburan lumpur ini dikategorikan beR@kriagk asasi manusia korban pada dasarnya adalah
atau bukan, dan apa konsekuensinya bagi pemerifgigrintah.
Lapindo, dan warga korban?

Pelayanan Kesehatan

Jawab Tanya

Semburan lumpur Lapindo dapat dikategorikan Siapa yang bertanggung jawab atas pelayanan
sebagai bencana berdasarkan UU Fhu242007 kesehatan masyarakat korban yang kerap diabaikan?
tentang Penanggulangan BenBandencana
menurut undang-undang tersebut bukan melulu kareiravab
faktor alam, melainkan juga faktor kegagalan teknoldga@salah kesehatan korban Lapindo seharusnyp juga
dan faktor manuslatapi pemerintah harus menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten
menetapkan dulu bahwa kasus itu sebagai benc&idoarjo. Dasarnya adaalah pasal 14 UUTalur32
Nah, dengan adanya Perpres Nlahdd 2007 maka 2004 tentang Pemerintah Daerah, dimana urusan|wajib
pemerintah kesulitan menetapkan semburan lumPamkab Sidoarjo tidak akan hapus dengan adanya
Lapindo sebagai bencana. Sebab, dalam ketetapRerpres No. Tdahun 200 Apabila pemerintah pusat
tersebut, pemerintah tidak tegas menyatakan, apaiki@k bisa mengatasi masalah kesehatan korban Lapindo
semburan lumpur terjadi karena faktor alam atau fiadkar kewajiban dan wewenang Pemkab Sidoarjo| harus
manusia. Ini terkait dengan pihak yang bertanggudijgalankan. Pembiaran keadaan korban dalam sitdasi
jawab. buruk oleh pemerintah pusat dan daerah merupakan

Normatifnya, bencana alam menjadi tanggungpglaafgaran hak asasi manusia.
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Menunggu

Jembatan tol Gempol Desa Besuki dan Pasar Baru Porong menjadi dua tempat favorit warga

Porong menunggu waktu berbuka puasa.

Mengantri..

Warga RT 01-04 RW 05 yang mengungsi di jalan tol Besuki, terdiri dari anak-anak dan orang

tua, antri mendapat jatah kolak untuk berbuka puasa

Foto: Imam, Rere, Rahman

BPLS , Kuli dan
Tidak Lulus

Suatu hari Minggu, sekelompok anak remaja datang
dari jauh, mereka bertamasya lumpur Lapindo di Porong
Sidoarjo. Maklum, lumpur itu bukan sembarang lumpur, tapi
“Sidoarjo” lebih terkenal
dibandingkan nama “Indonesia’, seperti nama “Bali” yang
juga lebih terkenal daripada “Indonesia.”

Salah seorang remaja yang sudah dua kali tidak lulus
SMA bernama Rajikan bertanya kepada seorang kuli

terkenal di seluruh dunia. Nama

penanggulan lumpur.

“Pak, siapa yang menugaskan Bapak di sini?”
“BPLS Mas,” jawab bapak kuli itu.

SMA

jawab Pak kuli yang
lebih terhormat
dibandingkan pejabat
koruptor.

“Wah, kalau kerjanya
cuma memerintahkan
membuat tanggul sih
enggak perlu sekolah
tinggi-tinggi, Pak. Orang
enggak usah sekolah
juga bisa begitu!
Mungkin Bapak ini lebih
pintar membuat tanggul
dibandingkan si BPLS
yang cuma tukang
perintah penanggulan
itu,” kata Rajikan.

Remaja

llustrasi: Rahmah

“Apa itu BPLS?” tanya Rajikan.

“Saya juga enggak tahu, apa ya?” jawab kuli itu.

“Apa saja yang dilakukan si BPLS selama ini untuk
mengatasi semburan lumpur Lapindo ini?” tanya Rajikan.

“Apa ya.... Ya cuma membuat dan memperkuat tanggul,”

Bagian Penanggul Lumpur Seluas-luasnya?”

“Oh, saya tahu, Pak! Si BPLS itu mungkin singkatan dari

“Oh, iya mungkin Mas.”
Namanya juga nggak lulus SMA.
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llustrasi : Rahman

Tentang Korban La pindo

alah satu faktor yang paling sulit dijelaskan timbul pertentangan antar kelompok, namun secara
rkait dengan Bencana Semburan Lumpur  umum mereka mengalami penderitaan, kehilangan dan
apindo di Sidoarjo adalah tentang korban. ketidakjelasan masa depan yang sama.
Setelah dua tahun lebih bencana ini berlangsung, siapg_, Warga yang tinggal di sekitar lokasi semburan
berapa bahkan apa yang menjadi korban bencana ini Kategori ini meliputi desa-desa yang terletak di

masih simpang siLEdisi ini akan menjelaskan tentang: geyitar tanggul penahan lumpkieseluruhan wilayah ini
rumitnya kategori Korban Lapindo. mengalami berbagai dampak langsung akibat terus
Siapa Saja Korban Lapindo? berlangsungnya semburan, antara lain, keluarnya

Yang menjadi korban dari bencana semburan lumpberbagai semburan baru, turunnya tanah, gas, maupun
lapindo adalah setiap orang yang hidupnya terpengarérusakan lingkungan.
terdampak secara negatif akibat bencana ini. Beberapa desa sudah beberapa kali terendam lumpur
Berdasarkan faktual apa yang dialami oleh warga, maiabat jebolnya tanggul penahan. Sebagian mengalami
korban dapat dibagi menjadi korban langsung dan tak titik semburan baru yang keluar ditengah-tengah areal

langsung. pemukiman. Hampir semua mengalami kehilangan akses

Korban langsung dialami oleh warga Sidoarjo yang terhadap air bersih serta harus menghirup udara yang
tinggal disekitar pusat lokasi semburan. Dampak bercampur dengan gas yang mengandung bahan
tersebut ditimbulkan oleh semburan lumpur dan berbahaya RH.

fenomena ikutan lainnya akibat terus berlangsungnya  Secara umum, kualitas kehidupan masyarakat di
semburan lumpudan kian luasnya dampak bencana inwilayah ini terus menurun secara signifikan. Kehidupan
Kategori korban langsung ini dibedakan lagi menjadisosial dipenuhi dengan ketakutan dan ketidakpastian,
dua, yaitu : akibat mereka seolah hidup sambil menunggu giliran
1.Warga yang desa dan rumah tinggalnya sudah kapan akan desanya al_<an terhapus dari muka bumi,
tenggelam menyusul desa-desa lainnya yang sudah ditenggelamkan
Kategori ini meliputi desa-desa yang kini wilayahnydumpur.
sudah terkubur oleh lumpwehingga wae kehilangan (Perlu dijelaskan juga bahwa hanya kategori pertama
segala-galanya. Rumah tinggal, aset, sawah, sarana Saja yang selama ini oleh pemerintah dan Lapindo diakui
ibadah, fasilitas sosial, sampai dengan pertautan dengggbagai korban dalam bencana ini. Sedangkan kategori
masa lalunya. Mereka harus terusir secara permanerkedua sama sekali tidak mendapat perhatian dan
dari desa tempat mereka tinggal selama berpuluh-pulltantuan, bahkan status hukum yang jelas dalam bencana

tahun. ini. Padahal, wilayah yang terdampak baru (saat ini
Saat ini, desa-desa yang dulunya menjadi tempat Sudah dua kali lipat dibandingkan wilayah yang
tinggal warga kategori ini sudah berganti menjadi tenggelam) akan terus meluas, dan jumlah korban terus

hamparan danau lumpur seluas ratusan hdgarau ~ bertambah, seiring dengan terus berlangsungnya
lumpur ini kemudian dikelilingi oleh tanggul penahan ~ semburan lumpur).
lumpur setinggi 10-25 met&¥ilayah ini kemudian
dikenal dengan area peta terdampak (lihat Lapindo 101 Korban tidak langsung dialami oleh warga Sidoarjo
Edisi 2 tentang Geografis Bencana Lapindo) dan Jawdimur lainnya akibat kerusakan infrastruktur

Di dalam kategori ini, terdapat berbagai kelompok maupun sarana transportasi karena bencana ini. Pada
korban yang berbeda, menurut skema penyelesaian gdimnya, bentuk kerugian adalah akibat kehilangan
rugi yang dipilih, serta dampak dari penanganan yang Potensi ekonomi, disamping berupa ancaman bencana
tidak jelas. Perlu ditekankan bahwa meskipun terkadagl§ologis yang lebih luas karena perubahan yang dramatis
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dalam ekosistem di Sidoarjo. adalah sebanyak sekitar 14.000 KK, atau lebih dari
Ribuan petambak di pesisir Sidoarjo dan Pasuruan 50.000 jiwa

mengalami kerugian panen akibat menurunnya kualitas Berikutnya, data diambil dari warga yang mengungsi

lingkungan. Ribuan pengusaha kecil di sentra kerajinami Pasar Baru Porong. Masalahnya, tidak semua korban

kulit Tanggulangin dan sekitar pintu keluar tol gempol memilih mengungsi ke pasar (ada yang kerumah

harus gulung tikar akibat ketersendatan transportasi saudara, ada yang kontrak rumah). Data terakhir yang

secara masif dan berlarut. Berbagai kegiatan ekonompdirnah mengungsi sebanyak 10.739 KK atau berdasar

Jatim terpukul akibat bencana ini (dampak ekonomi lefiimlah jiwa sebanyak 40.021 jiwa.

detil akan diuraikan pada Lapindo 101 edisi berikutnya). Sumber lain adalah dari uang kontrak (per keluarga)
Korban tak langsung ini bahkan bisa diperluas dan uang jatah hidup (per anggota keluarga) dari

menjadi seluruh warga negara karena pemerintah  Lapindo. Masalahnya, tidak semua korban menyetujui

memutuskan untuk menanggung biaya penanganan, skema yang ditawarkan Lapindo. Jumlah KK yang

dengan menggunakan daXRBN, yang tentunya mendapat uang kontrak sebanyak 13.055 KK,
berasal dari pajak yang dibayarkan oleh seluruh rakyasedangkan yang mendapat jatah hidup sebanyak 33.640
Indonesia. jiwa.

Berapa Jumlah Korban Lapindo? Tetapi yang Iebi_h rancu lagi, mediajystr_u_lebi_h sering
Pertanyaan berikutnya yang tidak kalah penting mengutip data dari berkgs as_et yang dlyerlflka3| oleh

adalah berapakah jumlah korban Lapindo. Korban yarigPLS- Jumlah berkas diperkirakan sekitar 13.000

dimaksudkan disini hanya korban langsung yang desaPerkas, dengan 12.468 berkas sudah diverifikasi.

dan rumahnya sudah tenggelam. Setelah dua tahun Biasanya, jumlah ini disamakan dengan jumlah KK.

bencana ini berlangsung, ternyata jumlah keselurunan ~ Ada dua kesalahan utama dalam hal ini, yaitu jumlah
korban ini masih simpang sitMasing-masing instansi aset hanya merepresentasikan kepemilikan atas tanah

terkait keluar dengan angka dan versi yang berbeda- (bercampur antara tanah pekarangan dan tanah sawah).
beda terkait jumlah korban. Yang keqlua_, kgpemlhkan ini tldaklsglalu satu bld_ang satu
Lembaga yang paling dekat dengan data ini mestin%éang- Bisa jadi satu orang memiliki beberapa bidang
adalah Kantor Desa atau Kelurahan. Masalahnya, dat@hah. Namunyang lebih sering, satu kepemilikan bidang
yang tercatat di sini adalah data pemegang.#aP tanah_ di desa, dimiliki oleh beberapa orang keluarga
Kartu Keluarga (KK). Pemegang KTP jelas hanya yarfgkaligus. _ _ o
berusia 17 tahun keatas, sehingga tidak bisa menghitungP2t@ terbaru yang dikeluarkan oleh tim dari United
kelompok usia di bawah itu. Sedangkan KK, masalahrygtion Environment Programme (UNEP) menyebutkan
warga desa seringkali tidak meng-update KK, ketika aBahwa jumlah korban adalah sebanyak 75.000 jiwa.
penambahan anggota keluarga. Sering ditemui wargaPat@ ini berasal dari hasil studi yang dilakukan e
desa yang tidak mengurus akte kelahiran seorang anaqg,ndataan dari ITS yang diawal bencana ini melakukan

sampai dia berusia sekolah atau perlu mengurus KTFUrvey terhadap desa-desa yang akan tenggelam.
Dari desa-desa yang tenggelam, jumlah yang tercatat (ako)

I tdak puas pemberitaan
lumpur Lapindo di media Massa

bosan di jejali berita yang
baik-baik saja

I ingin tahu kehidupan nyata
dan suara lain korban Lapindo

« WWW.KOrbanlapindo.net
WwWw.Korbaniumpur.into
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